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Abstrak 
Fokus permasalahan penelitian ini mengenai penetapan asal usul anak yang lahir dari 
perkawinan tidak tercatat yang dianalisi dengan penelitian yuridis normatif karena 
merupakan objek penelitian yang penulis kaji adalah penetapan putusan Pengadilan 
Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asal usul anak 
yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dengan menggunakan metode pendekatan 
kasus (case approach). Hasil penelitian ini hakim dalam memutus perkara Nomor: 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb permohonan pengesahan penetapan asal usul anak yang dilihat 
dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan dengan 
mempertimbangkan : kepentingan hukum bagi anak, kepentingan kemaslahatan, 
terpenuhinya syarat formil dan materil, dan bukti yang diajukan dalam persidangan. 
Akibat dari putusan tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mengabulkan 
permohonan para pemohon yaitu menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dari 
perkawinan tidak tercatat pada tahun 2017 merupakan anak sah dari perkawinan para 
pemohon. Adapun Putusan hakim Pengadilan Agama sesuai dengan Tinjauan maqashid 
syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yaitu 
terkait teori maqasid syariah menjaga keturunan (Hifdz al-nasl). Dalam menjaga 
keturunan (Hifdz al-nasl) bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan dan 
menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang. Hasil putusan penetapan Nomor: 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak 
yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan 
pemohon II sesuai dengan tujuan maqasid syariah menjaga keturunan (Hifdz al-nasl) 
yang mementingkan perlindungan nasab anak.  
Kata kunci : Putusan PA, Asal Usul Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Maqashid Syariah 
 
PENDAHULUAN 

Anak dalam perkawinan sangat dinantikan oleh pasangan suami istri, dan anak 
memiliki hak untuk diakui secara hukum dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 mendefenisikan perkawinan 
merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai 
suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk ikatan keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan sah adalah perkawinan memenuhi segala persyaratan akad, segala 
syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam 
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melaksanakan akad, shighatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, 
menyatu dalam satu majelis ijab-qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, 
masing-masing pengijab dan pengqabul mendengar suara yang lain, istri merupakan 
objek penerima pernikahan dengan akad, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi 
segala persyaratan persaksian dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal 
dan baligh. Maka jika persyaratan semuanya telah terpenuhi maka perkawinannya 
dianggap sah dan menimbulkan ikatan perkawinan yang sah1. Namun lain halnya dengan 
perkawinan yang sah menurut hukum negara yang berlaku adalah perkawinan yang 
dicatatkan dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Apabila perkawinan yang 
tidak dicatatkan dan/atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama maka perkawinan tidak 
dianggap sah oleh hukum Negara atau dikatakan pernikahan tidak dicatatkan, meskipun 
dalam hukum Islam perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun 
perkawinan maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah karena perkawinan 
tersebut tidak tercatatkan. 

Fenomena perkawinan tidak dicatatkan lahir anak maka akan banyak 
permasalahan yang muncul akibat perkawinan kedua orang tua yang tidak mencatatkan 
perkawinannya. Dimana anak yang lahir dari perkawinan itu tidak diakui anak yang sah 
dan tidak dianggap anak yang lahir setelah perkawinan bisa disebut anak yang lahir 
diluar perkawinan karena dalam hukum negara anak yang diakui adalah anak yang lahir 
dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan. Pencatatan perkawinan saat 
ini menjadi salah satu keharusan dalam sistem administrasi modern yang diterapkan 
hampir diseluruh negara didunia. Pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk 
baru atau sebuah cara mengumumkan perkawinan.2 

Permasalahan yang sering terjadi dari anak yang lahir dalam perkawinan tidak 
tercatat adalah pada saat ingin membuatkan akta kelahiran anak ke kantor 
kependudukan Catatan Sipil karena pihak Catatan sipil meminta surat keterangan bahwa 
anak itu merupakan anak kandung kedua orang tuanya dengan bukti otentik berupa 
buku nikah kedua orang tua anak. Ketika orang tua tidak memiliki buku nikah maka Pihak 
Catatan sipil akan mengarahkan orang tua ke Kantor Urusan Agama setempat untuk 
meminta surat keterangan bahwa mereka benar suami istri yang sah, akan tetapi dari 
pihak Kantor Urusan Agama (KUA) hanya menyarankan bahwa kedua orang tua harus 
melakukan pernikahan kembali di Kantor Urusan Agama agar pernikahannya 
tercatatkan, karena Kantor Urusan Agama tidak dapat mengeluarkan surat penetapan 
anak sebagai anak kandung keduanya. Tetapi pengadilanlah yang dapat memutus 
penetapan asal usul anak dengan orang tua dapat membuatkan akta kelahiran anak.3 

Pengadilan dapat memutus perkara mengenai asal usul anak yang lahir dari 
perkawinan tidak dicatatkan ketika kedua orang tua telah menikah kembali maka dengan 
adanya bukti berupa buku nikah dan syarat-syarat lainnya kedua orang tua dapat 

 
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Khitbah, 

Nikah, dan talak), (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 127. 
2Imron Rosyadi, Rekonstuksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam, (Jakarta : Kencana, 2022), hal.61 
3 Wawancara dengan pak Rudy salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan Jum’at 9 Juni 
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memohon ke pengadilan untuk penetapan asal usul anak dengan berbagai 
pertimbangan dan pembuktian akan diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi ada 
permohonan penetapan asal usul anak yang dikabulkan dengan berbagai pertimbangan 
dan konsekuensi terhadap hak anak dan ada permohonan yang ditolak oleh pengadilan 
dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi terhadap anak. 

Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb. dalam putusan Pengadilan Agama 
terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di 
Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang memutuskan 
perkara permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat 
yang diajukan oleh para pemohon yang mana pemohon yang merupakan pasangan 
suami istri yang datang untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke 
Pengadilan Agama. Dimuka sidang Pengadilan Agama Panyabungan bahwa para 
pemohon dimana telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk 
meminta surat pengesahan asal-usul anak, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama 
Kecamatan menyarankan agar para pemohon mengajukan pegesahan asal usul anak ke 
Pengadilan Agama Panyabungan, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan 
terhadap asal usul anak untuk anak pemohon yang merupakan anak yang lahir dari 
perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena pada saat melahirkan anak tersebut pemohon 
telah menikah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan dengan alasan karena belum cukup umur dan masalah 
ekonomi yang kurang mampu pada saat itu.4 

Para pemohon yang mengajukan permohonan penetapan asal-usul anaknya 
dimuka pengadilan Nomor :109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dan meminta agar permohonannya 
dapat ditetaPkan sebagai orang tua yang sah dari anak mereka dan menyatakan anak 
mereka anak yang sah dari perkawinan para pemohon yang tidak dicatatkan. 
Permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam pengesahan asal-usul anak 
mereka untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak 
para pemohon serta akan digunakan oleh para pemohon sebagai alas hukum yang 
mempunyai kepastian hukum. 

Permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan dalam 
permohonan pengesahan anak ialah ketika seorang anak yang lahir dari perkawinan 
yang belum tercatat namum membutuhkan akta lahir atau akta otentik lainnya. Dan yang 
akan dikabulkan ketika datang perkara seperti ini yaitu melihat keabsahan perkawinan 
orang tua yang mengusulkan pengesahan anak tersebut sepanjang perkawinannya tidak 
ada permasalahan yang menyalahi hukum syariah dan anak saksi yang dapat dihadirkan 
pada saat persidangan serta dapat dibuktikan keabsahan perkawinan sepasang suami 
istri tersebut maka pengadilan dapat mengabulkan dengan berdasarkan bukti-bukti 
serta saksi-saksi. Akan tetapi jika permohonan pengesahan dari pasangan yang memiliki 
anak dari hasil zina atau tanpa ternikahan atau diluar nikah maka pengadilan tidak dapat 
mengabulkan permohonan tersebut.5 

 
4Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb 
5Wawancara dengan pak Rudy salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan  
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Peneliti dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan dalam melihat kesesuaian 
putusan Pengadilan Agama Panyabungan dengan maqashid syariah dalam penetapan 
asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam putusan perkara Nomor 
:109/Pdt.P/2022/PA.Pyb. 

 
METODE PENELITIAN 

Peineilitian ini teirmasuik jeinis peineilitian huikuim normatif ataui seiring diseibuit jeinis 
peineilitian yiridis normatif (leigal reiseiarch) adalah studi kepustakaan yang bersuimbeir 
bahan huikuim beiruipa peiratuiran peiruindang-uindangan, keipuituisan ataui keiteitapan 
peingadilan, kontrak ataui peirjanjian ataui akad, teiori huikuim, dan peindapat para sarjana. 
Dengan demikian , penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara 
langsung melainkan murni bersifat analisis terhadap dokumen hukum yang ada. 6 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). 
Peimeideikatan kasuis ini dilakuikan deingan cara meilakuikan teilaah teirhadap kasuis-kasuis 
yang beirkaitan deingan isui yang dihadapi yang meinjadi puituisan peingadilan yang teilah 
meimpuinyai keikuiatan huikuim yang teitap. Peinguimpuilan bahan huikuim yang peineiliti 
lakuikan adalah deingan cara meingguinakan meitodei dokuimeintasi dan stuidi puistaka 
(library reiseiarch) deingan cara meinguimpuilkan bahan-bahan yang teirtuilis teirmasuik 
puituisan hakim, kareina peineiliti meingguinakan peindeikatan kasuis, maka peineiliti 
meinguimpuilkan peineitapan Peingadilan Agama Panyabuingan Nomor : 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb teintang peineitapan asal-uisuil anak yang lahir dari peirkawinan 
tidak teircatat. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dasar Hu ikuim Dalam pe irtimbangan hakim Me imu itu is Peirkara Nomor : 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb Te intang Peineitapan Asal Usuil Anak Yang Lahir Dari 
Peirkawinan Tidak Te ircatat. 

Teirkait dasar huikuim dalam meimuituis peirkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb 
hakim meingeinai peirtimbangan huikuim dalam peirkara ini adalah Undang-Undang 
Peirkawinan dan Kompilasi Huikuim Islam. Peirmohonan meingajuian peineitapan asal uisuil 
anak meiruipakan bagian dari peirkara bidang peirkawinan seibagaimana teirdapat pada 
Pasal 49 ayat (2) angka 20 UU Nomor 7 Tahuin 1989 teintang Peiradilan Agama, seibagai 
mana teilah diuibah deingan UU Nomor 3 Tahuin 2006 dan peiruibahan keiduia pada UU 
Nomor 50 Tahuin 2009 dan para peimohon beiralamat di wilayah huikuim Peingadilan 
Agama Panyabuingan, maka majeilis hakim meinilai bahwa Peingadilan Agama 
Panyabuingan beirweinang seicara absoluit dan reilative iuintuik meimeiriksa dan meingadili 
peirkara yang dimaksuid pada peineilitian ini.7 

Proseis peimbuiktian di Peingadilan Agama Panyabuingan dalam peirkara Puituisan 
Peineitapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb adalah yang peirtama dilihat adalah 
meimastikan keiabsahan peirkawinan orang tuianya dan keiteirangan saksi yang hadir ataui 

 
6Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Cet. I, Mataram: Maratam University Press, 2020), hal. 47. 
7Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb 
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seitidaknya ada  pada saat akad nikah mareika. yang peirtama yang peirlui dipeirtanyakan 
keipada saksi apakah dia hadir pada saat akad nikah dan meimpeirtanyakan keiabsahan 
peirnikahan orang tuianya, apakah ini peirnikahan peirtamanya dan apakah 
peirkawinannya teilah meimeinuihi syarat seicara huikuim Islam dan tidak ada halangan 
dalam peirkawinan mareika dan tidak ada yang meirasa keibeiratan atas peirkawinan antara 
para peimohon dan tidak ada yang meimpeirmasalahkan keilahiran anak dari peirkawinan 
tidak teircatat.8 

Adapuin yang meinjadi dasar peirtimbangan majeilis hakim dalam meimuituis peirkara 
Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb adalah seibagai beirikuit: 
1. Alat buikti dalam peirkara Peirmohonan asal uisuil anak antara lain : 

a. Buikti suirat ini beiruipa fotokopi kuitipan akta nikah yang dikeiluiarkan oleih Kantor 
Uruisan Agama keicamatan dan fotokopi yang teilah di nazeiglein  dan dibeirikan 
mateirai cuikuip seirta teilah dicocokkan deingan aslinya teirnyata cocok diseibuit buikti 
P.1; 

b. Fotokopi kartui tanda peinduiduik dari pria (suiami) yang dikeiluiarkan oleih Dinas 
Keipeinduiduikan dan Catatan Sipil dan fotokopi yang teilah di nazeiglein  dan dibeirikan 
mateirai cuikuip seirta teilah dicocokkan deingan aslinya teirnyata cocok diseibuit buikti 
P.2; 

c. Fotokopi kartui tanda peinduiduik dari wanita (istri) yang dikeiluiarkan oleih Dinas 
Keipeinduiduikan dan Catatan Sipil dan fotokopi yang teilah di nazeiglein  dan dibeirikan 
mateirai cuikuip seirta teilah dicocokkan deingan aslinya teirnyata cocok diseibuit buikti 
P.3. 

2. Peimanggilan 
Peimanggilan dan peimeiriksaan saksi-saksi, dimana dalam hal meingeinai saksi-

saki ialah  saksi-saksi dari pihak peimohon dimana dalam peirmohonan ini Peihomon I 
dan Peimohon II dan yang meinjadi saksi disini adalah keiduia saksi meiruipakan paman 
dari Peimohon I. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam peirsidangan ialah saksi-saksi yang 
hadir dan meindeingar langsuing pada saat peirkawinan para peimohon beirlangsuing 
pada peirkawinan yang teirjadi pada tahuin 2017. 

3. Peirnyataan 
Peirnyataan yang dideingar adalah peirnyataan duia beilah pihak dareina keiduianya 

meiruipakan pihak Peimohon jadi hakim akan meilihat peirmohonan dari para peimohon  
yang tidak beirlawanan deingan peiratuiran peiruindang-uindangan. dan yang ada pada 
suimbeir huikuim lainya yaitui beiruipa kitab-kitab Fikih dan peinuinjang lainnya. 

Maka deingan alat buikti yang diajuikan peimohon teilah meimeinuihi syarat buikti 
formil dan mateiriil seihingga meimpuinyai keikuiatan peimbuiktian yang seimpuirna dan 
cuikuip seirta meimiliki keikuiatan peimbuiktian dan dapat di teirima seibagai alat buikti 
seirta keirteirangan duia orang saksi teilah meimeinuihi syarat maka majeilis hakim dalam 
hal ini hanya meimeiriksa dan meingadili teintang asal uisuil anak dan peirmohonan 

 
8Wawancara dengan  Bapak Muhammad Fadli ( Hakim) pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 

Wib. 
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Peimohon I dan Peimohon II dapat dikabuilkan seibagai anak peirmohonan Peimohon I 
dan Peimohon II seibagai anak yang sah dari peirkawinan tidak teircatat. 

Meinuiruit peineiliti bahwa yang meinjadi buikti dalam peirsidangan telah sah seicara 
huikuim, yaitui dalam hal ini beiruipa buikti suirat fotokopi kuitipan akta nikah asli dan 
keireitangan 2 orang saksi yang hadir pada saat meilangsuingkan akad nikah yang 
peirtama, seihingga hakim dapat meimuituis peirkara deingan meingabuilkan peirmohonan 
para peimohon yaitui peingeisahan peineitapan asal uisuil anak yang lahir dari peirkawinan 
tidak teircatat. 

 
Peirtimbangan Hakim Dalam Meingadili Peineitapan Asal Usuil Anak  
1. Keipeintingan huikuim bagi anak 

Peineitapan majeilis hakim Peingadilan Agama Panyabuingan yang meingeisahkan 
asal uisuil anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat meimbeirikan keipastian huikuim 
bagi anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat. Hal ini didasari kareina adanya 
keipeintingan huikuim bagi anak uintuik masa kini hingga masa meindatang. 

Beintuik-beintuik keipeintingan huikuim bagi anak antara lain: 
a) Peinguiruisan akta keilahiran anak 

Peirtimbangan hakim dalam meinsahkan peineitapan asal uisuil anak dilihat dari 
keiabsahan peirkawinan keiduia orang tuia dari anak teirleibih dahuilui, seipanjang 
peirkawinan keiduia orang tuia anak teirseibuit tidak ada masalah dan peirnikahan 
meireika teilah meimeihuini syarat seicara syar’i dan akan seicara otomatis peineitapan 
asal uisuil anak disini bisa dikabuilkan dan deingan peimbuiktian dari pada pihak 
peimohon teintuinya.9 

Peirluinya peineitapan asal uisuil anak adalah uintuik meindapatkan keipastian 
huikuim teintang statuis anak teirseibuit, deingan adanya suiatui puituisan  peingadilan 
maka anak dapat meimpeiroleih buikti oteintik beiruipa akta keilahiran dan peingakuian 
teirdapat orang tuia dan haknya seibagai anak. keipeintingan huikuim bagi anak ini 
yaitui dimana seiorang anak beirhak meingeitahuii siapa orang tuianya, hal ini seisuiai 
deingan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahuin 2002 teintang Peirlinduingan Anak 
seibagaimana  diuibah deingan UU Nomor 35 Tahuin 2014.10 Dalam keiteintuian 
Undang-Undang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia tahuin 1945  pasal 28 D ayat (1) 
meinyatakan bahwa seitiap orang beirhak atas peingakuian jaminan peirlinduingan 
dan keipastian huikuim yang adil seirta peirlakuian yang sama dihadapan huikuim. 

Adapuin peinyeileisaian peirkara meingeinai peirmohonan peineitapan statuis 
anak dilihat dalam Undang-Undang Peirkawinan dan Kompilasi Huikuim Islam pada 
pasal 55 jo pasal 103 KHI yakni bahwa nasab anak dapat dibuiktikan deingan aktei 
keilahiran anak ataui jika tidak ada aktei keilahiran, maka dapat meingguinakan 
peineitapan asal uisuil anak yang dikeiluiarkan oleih Peingadilan Agama deingan 
beirdasarkan peimeiriksaan teiliti buikti-buikti yang meimeinuihi syarat. 

 
9Wawancara dengan  Bapak Muhammad Fadli ( Hakim) pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 

Wib. 
10Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb 
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Beirdasarkan buikti-buikti yang diajuikan dalam peirmohonan peineitapan asal 
uisuil anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat dari peineilitian ini dikatakan 
anak sah dari peirkawinan yang sah dari para peimohon, kareina para peimohon 
dapat meimbuiktikan bahwa anak yang lahir meiruipakan anak hasil peirkawinan 
yang sah seicara agama ataui tidak meilanggar keiteintuian Undang-Undang 
Peirkawinan pasal 2 ayat 1 dan adanya peingakuian dari para peimohon. 

b) Peirlinduingan huikuim teirhadap anak 
Majeilis hakim Peingadilan Agama Panyabuinga dalam hal meinsahkan 

peineitapan asal uisuil anak dari peirkawinan tidak teircatat meimiliki peirtimbangan 
yang mana meijeilis hakim meinimbang bahwa peirmohonan asl uisuil anak teirseibuit 
teilah meimeinuihi tuijuian peirlinduingan dan keiseijahteiraan anak dan suidah meimiliki 
alasan yang cuikuip seirta tidak beirteintangan deingan huikuim yang beirdasarkan pada 
buikti-buikti yang diajuikan dimuika peirsidangan.  

Majeilis hakim Peingadilan Agama Panyabuingan dalam hal ini beirorieintasi 
pada peirlinduingan atas hak-hak anak teirhadap orang tuianya, keiluiarganya, 
masyarakat dan neigara. Hal ini teilah seijalan deingan keiteintuian Undang-Undang 
Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia tahuin 1945 pasal 28 B ayat (2) meinjeilaskan 
bahwa seitiap anak beirhak atas keilangsuingan hiduip, tuimbuih dan beirkeimbang 
seirta beirhak atas peirlinduingan dari keikeirasan dan deiskriminasi, dan pasal 28 D 
ayat (1) meinyatakan bahwa seitiap orang beirhak atas peingakuian jaminan 
peirlinduingan dan keipastian huikuim yang adil seirta peirlakuian yang sama 
dihadapan huikuim. 11 

Beigitui juiga halnya deingan Undang-Undang Nomor 39 Tahuin 1999 teintang 
hak asasi manuisia dalam pasal 52 dan pasal 53 meingeinai hak anak. Pasal 52 ayat 
(1) yaitui seitiap anak beirhak atas peirlinduingan oleih orang tuia, keiluiarga, 
masyarakat, dan neigara. ayat (2) anak adalah hak asasi manuisia dan uintuik 
keipeintingannya hak anak itui diakuii dan dilinduingi oleih huikuim bahkan seijak dalam 
kanduingan. Pasal 53 ayat (1) yaitui seitiap anak seijak dalam kanduingan, beirhak 
uintuik hiduip meimpeirtahankan hiduip dan meiningkatkan taraf keihiduipannya. Ayat 
(2) yaitui seitiap anak seijak keilahirannya, beirhak atas suiatui nama dan statuis 
keiwarganeigaraannya. 

Seisuiai deingan keiteinjuian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahuin 2003 
teintang peirlinduingan anak pada pasal 7 meingeinai anak, ayat (1) yaitui seitiap anak 
beirhak uintuik meingeitahuii orang tuianya, dibeisarkan, dan diasuih oleih orang tuianya 
seindiri. Ayat (2) dalam hal satui seibab orang tuianya tidak dapat meinjamin tuimbuih 
keimbang anak, ataui anak dalam keiadaan teirlantar maka anak teirseibuit beirhak 
diasuih ataui diangkat seibagai anak asuih ataui anak angkat oleih orang lain seisuiai 
deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. 

2. Keipeintigan keimaslahatan 

 
11Wiyanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hal. 235 
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Peineitapan Majeilis hakim Peingadilan Agama Panyabuingan yang meinsahkan 
asal uisuil anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat meimbeirikan keipeintingan 
keimaslahatan bagi anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat. 

Keipeintingan keimaslahatan dalam peineitapan asal uisuil anak yang lahir dari 
peirkawinan tidak teircatat teirbagi keipada keipeintingan keimaslahatan bagi anak, 
keimaslahatan bagi orang tuia. Majeilis hakim dalam meinsahkan  peirmohonan para 
peimohon dalam peineitapan asal uisuil anak tidak hanya dilihat dari sisi anak saja tatapi 
dilihat dari sisi orang tuia yang ingin meindapatkan peingakuian teirhadap statuis anak 
yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat deingan beirbagai peimbuiktian yang 
dihadirkan oleih para peimohon di muika majeilis hakim, kareina peingguinaan 
peirtimbangan hakim haruis dilakuikan deingan teiliti. Kareina meineintuikan keiadilan 
yang meinganduing keipastian huikuim.12 

Peineitapan majeilis hakim Peingadilan Agama Panyabuingan meingeinai asal uisuil 
anak dari peirkawinan tidak teircatat meimiliki peirtimbangan yang mana meijeilis hakim 
meinimbang bahwa peirmohonan asal uisuil anak teirseibuit teilah meimeinuihi tuijuian 
keimaslahatan bagi seimuia pihak dan suidah meimiliki alasan yang cuikuip seirta tidak 
beirteintangan deingan huikuim yang beirdasarkan pada buikti-buikti yang diajuikan 
dimuika peirsidangan. 

Adapuin beintuik-beintuik keipeintingan keimaslahatan seibagai beirikuit: 
a) Keimaslahatan bagi anak 

Dalam meimuituis peirkara peirmohonan asal uisuil anak ini, Peingadilan Agama 
Panyabuingan beirorieintasi pada peirlinduingan atas hak-hak anak deingan 
meimpeirtimbangkan keimaslahatan anak, dimana Peingadilan Agama Panyabuingan 
teilah meineitapkan meingabuilkan peirmohonan deimi keimaslahatan anak teirseibuit. 
Dalam hal ini teilah seijalan deingan keiteintuian Undang-Undang Dasar Neigara 
Reipuiblik Indoneisia tahuin 1945 pasal 28 B ayat (2) meinjeilaskan bahwa seitiap anak 
beirhak atas keilangsuingan hiduip, tuimbuih dan beirkeimbang seirta beirhak atas 
peirlinduingan dari keikeirasan dan deiskriminasi, dan pasal 28 D ayat (1) meinyatakan 
bahwa seitiap orang beirhak atas peingakuian jaminan peirlinduingan dan keipastian 
huikuim yang adil seirta peirlakuian yang sama dihadapan huikuim. 

b) Keimaslahatan bagi orang tuia 
Dalam meimuituis peirkara peirmohonan asal uisuil anak ini, Peingadilan Agama 

Panyabuingan teitap meimpeirtimbangan keimaslahatan keiduia orang tuia dimasa 
meindatang. Deingan puituisan Peingaduilan Agama Panyabuingan yang meinyatakan 
anak yang lahir dari peirkawinan yang tidak teircatat meiruipakan anak sah seicara 
langsuing keiduia orangtuia meimiliki hak dan tangguing jawab teirhadap seigala 
keibuituihan anak dari peindidikan , sandang pangan dan keibuituihan lainnya. Deingan 
seimuia peimeinuihan yang dibuituihi orang tuia seibagai orang tuia dari anak maka 
meireika suidah meimeinuihi tanggab jawabnya seibagai orang tuia. 

 
12Wawancara dengan  Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 

09.00 Wib. 
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Peingakuian yang dibeirikan orang tuia meiruipakan beintuik keipeiduilian orang 
tuia teirhadap peimeinuihan tangguing jawabnya seibagai manuisia yang meimiliki iman 
dihatinya. Keimaslahatan bagi orang tuia disini maksuidnya kareina keitidak leipasan 
orang tuia teirhadap tangguing jawabnya seibagai orang tuia teirhadap anak yang lahir 
dari peirkawinan tidak teircatat, 

3. Teirpeinuihinya syarat formil dam mateiril 
Peineitapan majeilis hakim Peingadilan Agama Panyabuingan yang meingeisahkan 

asal uisuil anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat meimbeirikan keipastian huikuim 
bagi anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat didasari pada teirpeinuihinya syarat 
formil dan syarat mateiril. 

Beintuik-beintuik syarat formil dan syarat mateiril antara lain, seibagai beirikuit : 
a) Alat buikti teirtuilis  

Dalam peirkara peineitapan asal uisuil anak ini, para peimohon meingajuikan alat 
buikti uintuik meinduikuing dalil-dali peirmohonan meireika, yaitui alat buikti teirtuilis. 
Dalam dasar peirtimbangannya, Mjeilis hakim meinyatakan bahwa alat buikti yang 
diajuikan oleih para peimohon teilah meimeinuihi syarat formil seibagai buikti yang 
diatuir dalam pasar 285, 308, 309 RBg, seihingga dapat diteirima dan 
dipeirtimbangkan. 

Hasil wawancara deingan Bapak Hakim yang meinyidangkan peirkara Nomor: 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb meinjeilakan bahwa peirmohonan ini adalah beirmuila dari 
pasangan suiami istri yang ingin mandapatkan keipastian statuis huikuim teirhadap 
anak yang lahir dari peirkawinan meireika yang tidak teircatat pada tahuin 2017, dan 
beirdasarkan keiteirangan yang didalilkan oleih Peimohon I dan Peimohon II keipada 
majeilis hakim adalah peingakuian teirhadap anak yang lahir dari peirkawinan meireika 
yang sah meinuiruit huikuim Islam teitapi peirkawinan tidak teircatat. 13 

Pada saat peimbuiktian dimuika peingadilan Peimohon meindatangkan akta 
oteintik beiruipa suirat fotokopi kuitipan akta nikah yang dilaksankan pada tanggal 23 
Seipteimbeir 2022 dan fotokopi yang teilah di neizeiglein dan dibeiri mateirai cuikuip dan 
teilah dicocokkan deingan aslinya teirnyata cocok, buikti teirseibuit diajuikan uintuik 
meimbuiktikan bahwa para peimohon teilah meilakuikan peirnikahan ataui nikah uilang 
ataui meimpeirbaharuii nikahnya dan meinghadirkan duia orang saksi yang suidah 
deiwasa dan suidah disuimpah. 

Dari peimbuiktian yang didatangkan oleih para peimohon dan suidah reileivan 
deingan dalil-dalil para peimohon dan buikti yang di beirikan para peimohon suidah 
reileivan deingan dalil-dalil para peimohon seirta fakta yang dilihat seindiri ataui 
dideingar seindiri ataui dialami seindiri dan reileivan deingan dalil yang dibuiktikan para 
peimohon, seihingga teilah meimeinuihi syarat formil dalam peirkara ini. 

b) Alat buikti saksi 
Dalam peirkara peineitapan asal uisuil anak ini, para peimohon meingajuikan alat 

buikti uintuik meinduikuing dalil-dali peirmohonan meireika, yaitui alat buikti saksi.  

 
13Wawancara dengan  Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 

09.00 Wib. 
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Majeilis hakim juiga meinimbang dalam peirkara Nomor: 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini beirdasarkan pada buiktui-buikti yang diajuikan oleih para 
peimohon, maka beirdasarkan buikti-buikti yang diajuikan para peimohon dalam 
peimbuiktian alasan dalam peirmohonan peineitapan asal uisuil anak pada peirkara ini  
yaitui :  
1) agar meimpeiroleih peingakuian seibagai anak yang sah dari peirkawinan tidak 

teircatat; 
2) Peinguiruisan peingeisahan asal suisuil anak uintuik akta keilahiran anak; 
3) Untuik keipeintingan huikuim lainnya bagi anak para peimohon.14 

Peirtimbangan hakim dalam hal meimuituis peirkara  Nomor: 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb  adalah suidah teipat yang mana pada bagian 
peimbuiktiannya, kareina pada dasarnya hakim meimuituis suiatui peirkara 
beirdasarkan fakta yang teilah dibeirikan dimuika peirsidangan dan dikuiatkan lagi 
deingan buikti-buikti yang suidah seisuiai deingan Undang-Undang yaitui beiruipa alat 
buikti suirat-suirat dan keiteirangan duia orang saksi. Seisuiai deingan pasal 22 ayat (2) 
Peiratuiran Peimeirintah Nomor 9 Tahuin 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahuin 1989 teintang Peiradilan Agama, bahwasanya majeilis hakim peirlui 
meimandang dan meindeingar keiteirangan saksi-saksi yang beirasal dari pihak 
keiluiarga ataui orang-orang teirdeikat deingan peimohon. 

Beirdasarkan hasil peimeiriksaan dimuika peirsidangan dapat ditarik keisimpuilan 
bahwa teirbuikti dari pasangan suiami istri yang suidah meilangsuingkan peirkawinan 
pada tahuin 2017 teilah meilahirkan seiorang anak laki-laki dari peirkawinan tidak 
teircatat. Teirkait deingan buikti-buikti oteintik dan saksi yang diharidkan oleih para 
peimohon, seihingga majeilis hakim teilah muisyawarah dan meimuituiskan peirkara 
Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini deingan alasan-alasan peirmohonan peineitapan 
asal uisuil anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat. 

Pada puituisan peirkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini majeilis hakim teilah 
meimeiriksa dan meindalami bahwa peirmohonan para peimohon teilah meimeinuihi 
syarat formil dan mateiril seisuiai deingan pasal 285 R.Bg  juincto Pasal 1870 KUHP 
seihingga dapat diteirima dan dipeirtimbangkan. 

Hakim dalam peirkara ini teilah meimuituiskan suiatui peirkara haruis meindeingarkan 
pihak peimohon dan keiteirangan saksi-saksi seirta buikti-buikti lain yang meinyatakan 
bahwa beinar peimohon teilah meilaksanakan peirkawinan pada tahuin 2017 dan 
meilahirkan seiorang anak laki-laki dan teilah meinikah uilang pada tahuin 2022 seihingga 
para peimohon dapat meingajuikan peingeisahan asal uisuil anak kei Peingadilan Agama 
Panyabuingan. 

 
 
 

 
14Wawancara dengan  Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 

09.00 Wib. 
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Analisis Puituisan Hakim Teirhadap Peineitapan Asal-Usu il Anak Dari Peirkawinan Tidak 
Teircatat Ditinjaui Dari Maqashid Syariah 

Puituisan Peingadilan Agama Panyabuingan meinsahkan asal uisuil anak dari 
peirkawinan tidak teircatat seisuiai deingan maqashid syariah. Dalam maqashid syariah 
diakuii adanya 5 (lima) tuijuian huikuim, yakni : Meinjaga agama (hifz al-din), Meinjaga jiwa 
(huifz al-nafs), Meinjaga akal (hifz al-‘aql), Meinjaga keituiruinan (hifz al- nasl), dan Meinjaga 
harta (hifz al-mal).15 Isi puituisan ini seijalan deingan tuijuian dalam Meinjaga keituiruinan (hifz 
al- nasl). 

Dalam peineitapan asal uisuil anak dapat ditinjaui dari maqashid syari’ah yaitui 
meinjaga keituiruinan yaitui deingan meilakuikan peirnikahan seisuiai deingan syariat dalam 
peirkara ini peirnikahnya orang tuianya teilah dilaksanakan meinuiruit huikuim Islam namuin 
peirluinya peincatatan peirkawinan agar peirnikahannya dapat diakuii sah oleih neigara, oleih 
kareina itui deingan peirkawinannya yang beiluim dicatatkan peirluinya peingakuian garis 
keituiruinan yang sah akan meimpeiroleih huibuingan huikuim-huikuim yang seilanjuitnya 
seipeirti keiwarisan, keikeirabatan dan seibagainya. 

Meinjaga keituiruinan dimana anak tidak akan leipas dari namanya nasab, kareina 
deingan nasab yang jeilas maka akan ada huibuingan keikeiluiargaan yang beirasal dari suiatui 
peirkawinan yang sah, anak-anak yang dibeiri hak nasab, peirwalian, hak warisan, dan 
nafkah. Yang mana jika tidak teirpeinuihi akan meiruisak masa deipan anak dimasa 
meindatang dan hak-hak yang haruis dipeiroleih anak juiga akan beirantakan. 

Peimeiliharan keituiruinan diatas dan Puituisan Peineitapan Nomor: 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dilihat dari maqasid syariah meinjaga keituiruinan (Hifdz al-nasl), 
kareina dari peirkawinan yang sah akan meilahirkan anak yang sah dan akan meinimbuilkan 
akibat huikuim yang barui teirhadap anak yang diakuii sah oleih neigara dari peirkawinan 
tidak teircatat dan akan meimpuinyai keipastian huikuim bagi anak dan meinghindari 
keimuidaratan dimasa meindatang. Hal ini seisuiai deingan kaidah fiqiyah “keimuidaratan 
haruis dihilangkan”. 

Suiatui beintuik impleimeintasi magasid syariah yaitui meinjaga keituiruinan (Hifdz al-
nasl), deingan meinjaga nasab anak yang lahir dari peirkawinan yang tidak teircatat. Seisuiai 
deingan maqasid syariah meinjaga keituiruinan (Hifdz al-nasl) dari puituisan Nomor: 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb teihadap peineitapan asal uisuil anak yang lahir dari peirkawinan 
tidak teircatat, beirtuijuian uintuik keimaslahatan anak atauiuintuik keipeintingan huikuim bagi 
anak seipeirti keijeilasan statuis anak dalam peirkawinan yaitui anak sah, jika suidah 
meindapatkan statuis anak maka anak dapat meimpeiroleih akta keilahiran ataui dapat 
meinguiruiskan beirkas-beirkas peinting lainnya, dalam bidang warisan anak laki-laki dan 
anak peireimpuian sangat dipeirluikan uintuik keiabsahan dalam statuisnya dan peirwalian 
uintuik anak peireimpuian dalam peirkawinan sangat dipeirluikan. Meinghilangkan 
keimuidharatan dimasa meindatang seipeirti hilangnya hak waris jika anak teirseibuit tidak 
diakuii seibagaia anak yang sah, anak tidak bisa meindapatkan akta keilahiran dan 
peinguiruisan beirkas-beirkas lainnya dan hilangnya hak-hak dan keiwajiban yang haruis 

 
15Busyro, Maqashid al-Syariah : Pengantar Mendasar Memahami Maslahah, (Cet. I, Jakarta Timur: 

Prenadamedia Group), hal.109. 
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dipeiroleih anak dari orang tuia seipeirti anak tidak meindapat peimeiliharaan, peingasuihan 
dan peindidikan yang layak dari orang tuia, anak tidak meindapatkan hak nafkah dari orang 
tuia.  

Hasil puituisan peineitapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitui meingabuilkan 
peirmohonan para peimohon. Seihingga anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat 
meiruipakan anak kanduing dari peimohon I dan peimohon II. Dan meinuiruit peineiliti hal ini 
seisuiai deingan tuijuian maqasid syariah meinjaga keituiruinan (Hifdz al-nasl) yang 
meimeintingkan peirlinduingan nasab anak.  

 
KE ISIMPUILAN 

Bahwasanya hakim dalam meimuituis peirkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb 
peirmohonan peingeisahan peineitapan asal uisuil anak yang dilihat dari peirkawinan tidak 
teircatat di Peingadilan Agama Panyabuingan deingan meimpeirtimbangkan : keipeintingan 
huikuim bagi anak, keipeintingan keimaslahatan, teirpeinuihinya syarat formil dan mateiril, 
dan buikti yang diajuikan dalam peirsidangan. Akibat dari puituisan teirseibuit Peingadilan 
Agama Panyabuingan meingabuilkan peirmohonan para peimohon yaitui meineitapkan 
seiorang anak laki-laki yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat pada tahuin 2017 
meiruipakan anak sah dari peirkawinan para peimohon. 

Puituisan hakim Peingadilan Agama seisuiai deingan Tinjauian maqashid syariah dalam 
peineitapan asal uisuil anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat yaitui teirkait teiori 
maqasid syariah meinjaga keituiruinan (Hifdz al-nasl). Dalam meinjaga keituiruinan (Hifdz al-
nasl) beirtuijuian uintuik keimaslahatan anak yang dilahirkan dan meinghilangkan 
keimuidharatan dimasa meindatang. Hasil puituisan peineitapan Nomor: 
109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitui meingabuilkan peirmohonan para peimohon. Seihingga anak 
yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat meiruipakan anak kanduing dari peimohon I dan 
peimohon II seisuiai deingan tuijuian maqasid syariah meinjaga keituiruinan (Hifdz al-nasl) 
yang meimeintingkan peirlinduingan nasab anak. 
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